BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN
Berdasarkan uraian bab-bab sebelumnya maka peneliti dapat memberikan
kesimpulan sebagai berikut :

1. Penegakan hukum tindak pidana korupsi di kabupaten Bone bolango belum
maksimal karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap penegakan kasus
korupsi serta kurangnya koordinasi serta kerjasama dalam dalam upaya
pencegahan serta penegakan kasus korupsi.

2. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam proses penyaluran
raskin di kecamatan Pinogu Kabupaten Bone Bolango.

a. Sumber Daya Manusia

Optimalisasi Penyidikan tindak pidana korupsi di polres Bone bolango
dalam rangka penegakan hukum agar terwujudnya penyelenggara negara yang

bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme belum sesuai harapan, di

antaranya masih minimnya jumlah sumber daya manusia para aparat dalam

melakukan proses penegakan hukum di kabupaten Bone Bolango dengan kondisi
geografis serta jarak tempuh Kecamatan di wilayah Kabupaten Bone bolango
yang relatif jauh, oleh karena itu perlu adaya suatu upaya penambahan penyidik
tipikor untuk menunjang proses penyidikan lebih baik, Biro SDM Polres Bone

Bolango merekrut Penyidik khusus bidang tindak pidana korupsi melalui
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Assesment dengan kualifikasi personil berlatar belakang Sarjana hukum.
b. Faktor Masyarakat

Masyarakat yang berdaya dapat melakukan kontrol secara efektif terhadap
lembaga negara yang bertugas meberantas korupsi. Bahkan masyarakat dapat
menjadi mitra strategis bagi lembaga antikorupsi dalam melakukan kegiatan
pencegahan dan penindakan terhadap pelaku korupsi
c. Sarana dan Prasarana

Aspek dukungan sarana dan prasarana yang kurang, juga berpengaruh
terhambatnya proses penyidikan tidak pidana korupsi di polres Bone bolango,
oleh karena itu perlu di ajukan dukungan sarana dan prasarana yang efesien agar
di harapkan proses penyidikan tindak pidana korupsi dapat lebih baik. Dukungan
anggaran merupakan aspek hal terpenting guna mendukung kegiatan penyidikan,
kurangnya dukungan anggaran untuk penyidikan tindak pidana korupsi berakibat
terhambatnya proses penyidikan di polres Bone bolango. Oleh karena itu perlu di
upayakan penambahan dukungan anggaran guna mendukung proses penyidikan
tindak pidana korupsi agar proses penyidikan tindak pidana korupsi dalam rangka

penegakan hukum dapat berjalan dengan baik.

5.2. SARAN

1. Kasat reserse kriminal Polres Bone bolango, mengajukan usulan ke Biro SDM
Polda Gorontalo agar di laksanakan sekolah atau Kejuruan khusus pada
bidang tindak pidana korupsi, sebagai penunjang peningkatan SDM Penyidik-

penyidik Tipidkor polres Bone bolango.
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2. Masayarakat diharapkan dapat menjadi mitra strategis dalam upaya
pencegahan dan penegakan hukum tindak pidana korupsi yang ada
dikabupaten Bone Bolangoserta diberikan pencerahan tentang pendidikan anti
korupsi melalui seminar.

3. Kasat reserse kriminal Polres Bone bolango mengajukan usulan ke Biro
Sarana dan prasarana (sarpras) mabes Polri melalui Bareskrim Polri guna
penyediaan dan pengadaan alat-alat pendukung penyidikan sesuai kebutuhan
yang di perlukan. Kasat reserse kriminal Polres Bone bolango mengajukan
usulan ke Biro keuangan mabes polri melalui biro keuangan polda Gorontalo
agar anggaran penyidikan tindak pidana korupsi di harapkan ada penambahan,

untuk mendukung pelaksanaan penyidikan yang lebih Optimal
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Lampiran

DAFTAR RINCIAN BERAS RASKIN TIDAK TERSALURKAN

KECAMATAN PINOGU TAHUN 2010

NO DESA JUMLAH JUMLAH BERAS JUMLAH BERAS | KETERANGAN
RTS YANG DITERIMA(13 YANG
KG/BULAN DITERIMA(13 KG
X BULAN
1 PINOGU 150 1.950 23.400 (Beras Dijual
2 BANGIO 56 728 8.736 Rp. 5.000/Kg)
3 PINOGU PERMAI 71 923 11.076
4 DATARAN 73 949 11.388
HIJAU
JUMLAH 350 4.550 54.600 Rp. 273.000.000

Sumber data : Kantor Sekretarian daerah Ekonomi Pembangunan
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